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[ SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 142 ayat
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2027;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali
dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor &
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat
II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indobesia Nomor 2756);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7135);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lemabaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7135);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6178);

Peraturan  Pemerintah ~ Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indoneisa
Tahun 2026 Nomor 395);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2026
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara Nomor 38);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai
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Utara Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 34);

18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara Nomor 36);

19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati
Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2026 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai
Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026
Nomor 2);

20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun
2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2025 Nomor 33);

21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun
2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2027 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2026 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan
rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
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RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-
PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun
2025-2029.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disebut
Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau
lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah untuk mencapai target
pembangunan nasional.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

BAB II
RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

pendahuluan;

hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2026;

tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

rencana kerja dan penanaan Perangkat Daerah; dan

penutup.

Pao TP

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1)
terdiri atas:

rencana kerja sekretariat Daerah;

rencana kerja sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;

rencana kerja inspektorat Daerah;

rencana kerja badan Daerah;

rencana kerja dinas Daerah;

rencana kerja kecamatan; dan

rencana kerja rumah sakit umum Daerah pambalah batung.

IR RN A
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(2) Rencana kerja badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
terdiri atas:

a.
b.
C.
d.

e.
f.

rencana kerja badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi
Daerah;

rencana kerja badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah;

rencana kerja badan pendapatan Daerah;

rencana kerja badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya
manusia,;

rencana kerja badan penanggulangan bencana Daerah; dan

rencana kerja badan kesatuan bangsa dan politik;

(3) Rencana kerja dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
terdiri atas:

oo

o

neTOBEIATIE @

rencana kerja dinas pendidikan dan kebudayaan,;

rencana kerja dinas kesehatan;

rencana kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;

rencana kerja dinas perumahan, kawasan pemukiman dan lingkungan
hidup;

rencana kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil;

rencana kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu;

rencana kerja dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian
dan perdagangan;

rencana kerja dinas sosial;

rencana kerja dinas ketahanan pangan;

rencana kerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
rencana kerja dinas perhubungan;

rencana kerja dinas komunikasi, informatika dan persandian;

. rencana kerja dinas perpustakaan dan kearsipan;

rencana kerja dinas kepemudaan, olah raga dan pariwisata;
rencana kerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;

rencana kerja dinas perikanan;

rencana kerja dinas pertanian; dan

rencana kerja satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran.

(4) Rencana kerja kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
terdiri atas;

TR Mo A0 TR

rencana kerja kecamatan amuntai tengah;
rencana kerja kecamatan amuntai utara;
rencana kerja kecamatan amuntai selatan;
rencana kerja kecamatan sungai pandan;
rencana kerja kecamatan babirik;

rencana kerja kecamatan danau panggang;
rencana kerja kecamatan banjang;

rencana kerja kecamatan paminggir;

rencana kerja kecamatan sungai tabukan; dan
rencana kerja kecamatan haur gading;

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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BAB III
PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu

Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 27 Juli 2026

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
Cap/ttd
SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 27 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

Cap/ttd
ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2026 NOMOR 15
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RUSNI, S.H., M.M.
- Pembina (IV/a)
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